
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 

BEBAS BBM 

(BEKERJA BERSAMA 
SAHABAT BERKARYA 

BERSAMA MITRA) 

PEDOMAN TEKNIS 

PELAKSANAAN 

INOVASI DAERAH 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INOVASI 
BEBAS BBM 

(BEKERJA BERSAMA SAHABAT BERKARYA 

BERSAMA MITRA) 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Administrasi kependudukan (adminduk) merupakan fondasi penting dalam 

penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan adil. Dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), 

KTP elektronik, serta akta kelahiran dan kematian bukan hanya berfungsi sebagai identitas hukum, 

tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, 

hingga kegiatan ekonomi formal. Oleh karena itu, penyediaan layanan adminduk yang merata, 

mudah dijangkau, dan adaptif terhadap kondisi masyarakat menjadi kebutuhan mendasar dalam 

mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. 

Namun, di Kabupaten Kepulauan Yapen, masih ditemukan sejumlah tantangan dalam 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pendatang yang berasal dari 

berbagai wilayah di Indonesia. Banyak dari mereka bekerja di sektor informal seperti pedagang, 

buruh, atau nelayan, yang memiliki mobilitas tinggi dan waktu terbatas. Kesibukan dan jarak dari 

kantor pelayanan membuat mereka enggan atau tidak mampu mengurus dokumen kependudukan 

secara langsung. Selain itu, minimnya pemahaman terhadap pentingnya dokumen adminduk 

memperburuk kondisi ketidaklengkapan data kependudukan mereka. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kepulauan Yapen menghadirkan inovasi BEBAS BBM (Bersama Bina Masyarakat). Inovasi ini 

merupakan pendekatan jemput bola yang menempatkan pelayanan langsung di tengah-tengah 

aktivitas komunitas masyarakat adat dan paguyuban, seperti kegiatan budaya, keagamaan, atau 

pertemuan komunitas. Dukcapil tidak hanya hadir sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai 

mitra sosial yang bersahabat, membangun kedekatan emosional, dan kepercayaan warga terhadap 

pemerintah. 

Pendekatan kolaboratif ini mampu mengurangi hambatan sosial dan administratif, serta 

mempercepat pencapaian target tertib administrasi kependudukan. Dukungan dari tokoh 

masyarakat, pemimpin komunitas, serta kerjasama antarinstansi menjadi kunci keberhasilan 

inovasi ini. BEBAS BBM tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga menjadi media 

edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar sadar dan aktif dalam mengurus dokumen 

kependudukannya. 

Sejalan dengan prinsip “no one left behind” dalam pelayanan publik, inovasi BEBAS BBM 

menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap kelompok rentan, berpindah-pindah, atau terpencil, 

dapat diwujudkan melalui pendekatan yang kontekstual, humanis, dan kolaboratif. Hal ini sejalan 

dengan amanat berbagai regulasi nasional dan daerah mengenai pelayanan publik dan inovasi 

daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola kependudukan yang lebih inklusif, partisipatif, 

dan berkelanjutan. 

B. TUJUAN 

Inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pendekatan komunitas ini 



dikembangkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan akses layanan adminduk bagi 

masyarakat pendatang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui model pelayanan yang disisipkan 

dalam berbagai kegiatan komunitas, seperti event keagamaan, sosial, dan budaya, inovasi ini 

menjawab tantangan keterbatasan waktu, jarak, serta pemahaman prosedur layanan yang selama 

ini dihadapi oleh warga pendatang dari luar daerah. 

Inovasi ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara aktif 

dan menyentuh langsung ruang sosial mereka. Dengan kehadiran layanan Dukcapil di tengah 

aktivitas komunitas, masyarakat tidak hanya dimudahkan secara teknis, tetapi juga merasa lebih 

dihargai dan dilibatkan. Pendekatan ini membantu menjembatani kesenjangan antara pemerintah 

dan warga dalam hal komunikasi, akses, dan kepercayaan terhadap layanan publik. 

Lebih lanjut, inovasi ini ingin membangun kemitraan strategis antara pemerintah dan 

komunitas, khususnya paguyuban masyarakat pendatang. Kolaborasi ini diharapkan mendorong 

rasa memiliki terhadap program pemerintah dan meningkatkan partisipasi warga dalam 

pemutakhiran data kependudukan. Pendekatan berbasis kekerabatan ini menjadi landasan penting 

dalam menciptakan layanan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan warga. 

Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang inklusif 

dengan memastikan bahwa seluruh penduduk, baik asli maupun pendatang, tercatat secara sah 

dalam database kependudukan. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menjamin hak-hak sipil 

masyarakat serta sebagai prasyarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya 

secara sah dan adil. 

Akhirnya, melalui data kependudukan yang akurat dan diperbarui secara berkala, inovasi 

ini turut mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data serta memperkuat citra 

pelayanan publik yang humanis dan responsif. Dengan pendekatan sosial dan budaya yang tepat, 

pemerintah daerah dapat menunjukkan kehadirannya sebagai mitra warga dalam membangun tata 

kelola pemerintahan yang inklusif dan berbasis kepercayaan masyarakat. 

C. MANFAAT 

Implementasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pendekatan 

komunitas di Kabupaten Kepulauan Yapen membawa berbagai manfaat strategis bagi masyarakat, 

pemerintah daerah, dan komunitas itu sendiri. Pertama, masyarakat tidak perlu lagi datang 

langsung ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu 

Keluarga, atau akta kelahiran. Layanan yang dihadirkan langsung di lokasi komunitas—baik 

dalam acara keagamaan, budaya, maupun pertemuan rutin paguyuban—memangkas biaya 

transportasi, waktu tunggu, dan hambatan mobilitas warga, terutama mereka yang tinggal jauh 

atau memiliki aktivitas padat. 

Kedua, inovasi ini menjamin masyarakat mendapatkan dokumen resmi yang sah, sehingga 

mereka dapat mengakses berbagai layanan dasar publik secara legal dan efisien, seperti 

pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perbankan. Hal ini sangat penting untuk menjamin hak-

hak sipil warga pendatang dan memastikan mereka tidak terpinggirkan dalam sistem layanan 

pemerintah. 



Ketiga, kehadiran layanan di komunitas mendorong partisipasi aktif masyarakat. 

Komunitas dan tokoh adat dilibatkan sebagai mitra strategis pemerintah, memperkuat posisi 

mereka sebagai agen perubahan di masyarakat dan membangun rasa memiliki terhadap program 

pelayanan publik. Pendekatan ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga, serta 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. 

Keempat, manfaat juga dirasakan dalam aspek perencanaan pembangunan daerah. Dengan 

meningkatnya cakupan pendataan dan pembaruan dokumen secara kolektif, pemerintah daerah 

memiliki data kependudukan yang lebih akurat dan real-time, yang dapat digunakan untuk 

menyusun kebijakan dan intervensi sosial secara lebih tepat sasaran. Inovasi ini juga mendukung 

pencapaian target nasional dalam hal kepemilikan dokumen adminduk, terutama di kalangan 

kelompok rentan, marginal, atau non-statis seperti pekerja informal dan masyarakat adat. 

Terakhir, pendekatan pelayanan yang inklusif melalui komunitas menciptakan iklim sosial 

yang harmonis, mempererat hubungan antarwarga lintas budaya dan agama. Masyarakat 

pendatang merasa diterima secara administratif dan sosial, yang pada akhirnya memperkuat 

integrasi sosial dan kohesi komunitas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemerintah pun dinilai 

hadir secara nyata di tengah masyarakat, menjawab prinsip pelayanan publik yang adil, merata, 

dan humanis. 

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH 

Inovasi BEBAS BBM lahir sebagai respons cepat dan adaptif Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Yapen terhadap persoalan aksesibilitas dokumen administrasi kependudukan bagi 

masyarakat pendatang. Proses penciptaan inovasi ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat 

karena berbasis pada pemetaan masalah yang konkret di lapangan serta dukungan kuat dari jejaring 

sosial komunitas lokal yang telah terbentuk sebelumnya. Tahapan perancangan hingga 

implementasi awal dilakukan hanya dalam beberapa bulan, dimulai dari identifikasi komunitas 

sasaran hingga pelaksanaan pelayanan jemput bola pada momen-momen kegiatan sosial budaya. 

Kecepatan lahirnya inovasi ini tidak lepas dari faktor koordinasi yang efisien antara Dinas 

Dukcapil dan tokoh komunitas. Pemerintah daerah tidak memerlukan infrastruktur baru yang 

kompleks, melainkan memaksimalkan sumber daya yang ada seperti perangkat pelayanan mobile 

(laptop, printer, scanner) dan sumber daya manusia dari Dukcapil. Selain itu, pengurus komunitas 

turut berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi layanan, mengorganisir kehadiran anggota 

komunitas, serta membantu dalam pengumpulan dokumen awal. Pola kolaborasi ini mempercepat 

proses sosialisasi sekaligus pelaksanaan tanpa birokrasi yang berbelit. 

Dukungan regulasi nasional dan lokal juga menjadi faktor penting yang mempercepat 

inisiatif ini. Berbagai peraturan seperti UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP 

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang 

organisasi Dinas Dukcapil menjadi fondasi yang sah dan memperkuat legalitas pelaksanaan 

inovasi. Hal ini meminimalisir hambatan administratif dan mendorong pemimpin daerah untuk 

mengambil keputusan cepat yang progresif. 



Strategi pelaksanaan yang fleksibel, tidak terikat jadwal tetap dan menyesuaikan dengan 

momentum kegiatan komunitas, juga menjadi kunci kecepatan. Pendekatan ini membuat inovasi 

lebih mudah diimplementasikan karena tidak menuntut penyusunan jadwal pelayanan yang kaku. 

Setiap kegiatan komunitas seperti halal bihalal, pesta adat, atau perayaan keagamaan menjadi 

momen strategis yang langsung direspons dengan layanan adminduk. 

Dengan kombinasi antara kemauan politik yang kuat, kolaborasi lintas sektor, pendekatan 

budaya, dan fleksibilitas teknis, BEBAS BBM membuktikan bahwa inovasi pelayanan publik bisa 

diwujudkan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran. Inisiatif ini menjadi contoh bahwa kecepatan 

dalam penciptaan inovasi tidak hanya bergantung pada anggaran besar, tetapi pada kemauan untuk 

berinovasi, keberanian bertindak, dan kemampuan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. 

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI) 

Inovasi BEBAS BBM memanfaatkan teknologi informasi secara strategis untuk 

memperluas jangkauan dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya kepada 

masyarakat pendatang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Meski pendekatan utama BEBAS BBM 

bersifat sosial-kultural dan berbasis komunitas, namun teknologi tetap menjadi tulang punggung 

dalam pencatatan, pemrosesan, serta pemantauan layanan secara digital. Dalam setiap pelaksanaan 

pelayanan di lapangan, tim Dukcapil dilengkapi dengan perangkat digital seperti laptop, printer, 

dan pemindai sidik jari (fingerprint scanner), sehingga proses perekaman KTP-el, validasi data, 

serta pencetakan dokumen dapat dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan komunitas. 

Untuk mempercepat alur kerja, inovasi ini juga memanfaatkan basis data kependudukan 

digital terintegrasi yang memungkinkan operator memverifikasi dan memperbarui data secara real-

time melalui sistem informasi kependudukan. Dokumen yang telah diproses terekam secara 

elektronik dan masuk ke dalam server pusat, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas 

administrasi di kantor. Hal ini menghindarkan penumpukan pekerjaan dan meminimalisasi risiko 

kehilangan berkas fisik, terutama dalam pelayanan lapangan yang bersifat mobile. 

Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara Dukcapil dan komunitas dilakukan melalui 

saluran digital seperti WhatsApp Group dan platform media sosial. Teknologi ini digunakan tidak 

hanya untuk menyebarkan informasi pelayanan, tetapi juga sebagai kanal umpan balik, pelaporan 

pengumpulan dokumen, dan penjadwalan ulang pelayanan jika dibutuhkan. Dalam beberapa 

kasus, pengurus komunitas juga mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk foto atau PDF, 

yang kemudian diverifikasi sebelum hari pelaksanaan. Hal ini memungkinkan persiapan lebih 

matang dan efisien. 

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi lainnya adalah penggunaan sistem monitoring 

berbasis dashboard internal yang mencatat jumlah dokumen yang dilayani, jenis permohonan, 

lokasi kegiatan, serta evaluasi respons masyarakat. Data ini penting untuk keperluan pelaporan, 

pengambilan keputusan, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Dukcapil juga 

membuka kemungkinan integrasi sistem BEBAS BBM dengan layanan daring yang lebih luas di 

masa depan, termasuk pencatatan pengaduan online dan reservasi pelayanan komunitas berbasis 

website atau aplikasi sederhana. 



Dengan demikian, penggunaan IT dalam BEBAS BBM bukan hanya sebagai alat bantu, 

tetapi sebagai komponen penting yang memungkinkan pelayanan publik berbasis komunitas ini 

tetap efisien, terukur, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Integrasi pendekatan sosial budaya 

dengan teknologi informasi membuat inovasi ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, 

tetapi juga adaptif terhadap dinamika digitalisasi pelayanan publik modern. 



BAB II 

KERANGKA PIKIR 

A. KEBAHARUAN 

Inovasi BEBAS BBM menghadirkan pendekatan baru dalam pelayanan administrasi 

kependudukan yang mengedepankan kolaborasi sosial-budaya secara aktif dan partisipatif. 

Kebaruan utama dari inovasi ini terletak pada keterlibatan langsung komunitas paguyuban 

masyarakat pendatang sebagai mitra strategis dalam proses pelayanan, bukan sekadar sebagai 

sasaran layanan. Pendekatan ini sangat berbeda dari model jemput bola konvensional yang selama 

ini hanya dilakukan oleh petugas secara formal tanpa menggandeng struktur sosial komunitas 

secara mendalam. 

BEBAS BBM menyelaraskan waktu, lokasi, dan metode pelayanan dengan ritme 

kehidupan komunitas lokal, seperti pelaksanaan pelayanan saat kegiatan adat, perayaan 

keagamaan, atau event budaya seperti halal bihalal, pesta panen, dan peringatan hari besar 

nasional. Pendekatan kontekstual ini membuat pelayanan lebih adaptif terhadap kebutuhan warga, 

serta memanfaatkan momentum komunitas sebagai sarana strategis untuk menyampaikan layanan 

publik secara langsung dan humanis. 

Selain itu, inovasi ini menjadikan tokoh-tokoh paguyuban sebagai penghubung layanan 

pemerintah, baik dalam hal komunikasi, edukasi pentingnya adminduk, maupun pengumpulan 

dokumen persyaratan. Keterlibatan ini membangun rasa saling percaya dan memperkuat posisi 

komunitas sebagai bagian dari ekosistem pelayanan, bukan objek pasif. Di banyak daerah lain, 

peran ini belum banyak digunakan secara sistematis dan masih bersifat top-down, sehingga 

BEBAS BBM menjadi contoh praktik inklusif yang dapat direplikasi secara nasional. 

Keunggulan lain dari inovasi ini adalah fleksibilitas tinggi dalam pelaksanaan. Tidak 

terikat oleh jadwal keliling tertentu, BEBAS BBM hadir mengikuti agenda komunitas yang sudah 

ada. Hal ini membuat pelaksanaan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas 

ekonomi atau sosial warga. Model pelayanan ini juga lebih hemat sumber daya karena 

memanfaatkan jaringan sosial yang telah terbentuk di dalam komunitas. 

Dengan berbagai kebaruan tersebut, BEBAS BBM tidak hanya menjadi inovasi teknis 

pelayanan, tetapi juga menjadi platform penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat 

pendatang, memperkuat inklusi sosial, dan membangun partisipasi warga dalam tata kelola 

pemerintahan daerah. Inovasi ini memperluas definisi pelayanan publik menjadi lebih 

komunikatif, kolaboratif, dan kontekstual terhadap keragaman sosial budaya masyarakat 

Indonesia. 

B. DESAIN INOVASI 

Desain inovasi BEBAS BBM dibangun sebagai respons strategis atas rendahnya 

kepemilikan dokumen kependudukan di kalangan masyarakat pendatang di Kabupaten Kepulauan 

Yapen, yang selama ini terkendala akses informasi, waktu, dan pemahaman terhadap pentingnya 

dokumen adminduk. Proses perancangannya diawali dengan pemetaan sosial terhadap komunitas 



pendatang melalui pendekatan partisipatif, wawancara dengan tokoh-tokoh paguyuban, dan kajian 

situasional terhadap dinamika mobilitas warga. Hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa 

momentum kegiatan komunitas seperti perayaan adat, keagamaan, dan sosial merupakan titik 

masuk strategis untuk pelayanan jemput bola yang lebih efektif. 

Langkah awal dalam desain inovasi adalah pembentukan tim lintas sektor yang terdiri dari 

Dinas Dukcapil, tokoh paguyuban, dan perangkat kelurahan/kecamatan. Tim ini bertugas 

menyusun mekanisme pelayanan yang adaptif terhadap karakteristik budaya dan waktu komunitas, 

menyusun jadwal pelayanan yang bersifat fleksibel, serta mengidentifikasi lokasi kegiatan 

prioritas. Inovasi ini tidak menggunakan pendekatan formal yang kaku, melainkan merancang 

skema pelayanan kolaboratif yang menjadikan tokoh masyarakat sebagai penghubung, edukator, 

dan pengumpul dokumen awal dari warga. 

Selanjutnya, sistem pelayanan BEBAS BBM dirancang untuk dapat beroperasi secara 

mobile dan efisien. Tim pelayanan dibekali perangkat digital seperti laptop, printer, dan scanner 

untuk memastikan seluruh proses – mulai dari perekaman KTP-el, validasi data, hingga 

pencetakan dokumen – dapat dilakukan di lokasi kegiatan komunitas. Pendekatan ini juga 

memungkinkan proses pelayanan berlangsung lebih cepat, efisien, dan minim antrean, serta 

mampu menjangkau kelompok yang selama ini belum terlayani secara optimal. 

Dalam fase implementasi awal, dilakukan uji coba pelayanan di beberapa kegiatan 

komunitas seperti halal bihalal, Natal paguyuban, dan pesta adat. Evaluasi dilakukan bersama 

tokoh komunitas dan peserta pelayanan untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan serta 

melakukan perbaikan desain layanan secara iteratif. Edukasi kepada masyarakat juga diberikan 

dalam bentuk brosur, penyuluhan langsung, dan penyampaian informasi melalui saluran 

komunikasi komunitas. Tokoh paguyuban berperan penting sebagai katalis dalam membangun 

kepercayaan warga terhadap layanan pemerintah. 

Secara keseluruhan, desain inovasi BEBAS BBM menempatkan kolaborasi sosial sebagai 

inti pendekatannya. Inovasi ini tidak hanya menyelesaikan hambatan teknis dalam pelayanan 

dokumen, tetapi juga memperkuat jembatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Melalui 

model pelayanan yang dinamis, humanis, dan berbasis komunitas, BEBAS BBM menjadi contoh 

inovasi daerah yang inklusif, adaptif terhadap konteks lokal, serta berkontribusi langsung pada 

misi nasional tertib administrasi kependudukan tanpa diskriminasi. 

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN 

1. Tujuan dan Ruang Lingkup 

SOP ini disusun untuk mengatur pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan berbasis pendekatan komunitas sosial budaya melalui kegiatan paguyuban, 

keagamaan, adat, dan sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup SOP mencakup fase perencanaan, 

pelaksanaan, kemitraan komunitas, monitoring, dan evaluasi inovasi BEBAS BBM di Kabupaten 

Kepulauan Yapen. 

2. Peran dan Tanggung Jawab 



• Dinas Dukcapil: Penanggung jawab utama pelaksanaan inovasi, pelayan langsung, 

pengelola data, dan evaluasi pasca kegiatan. 

• Tim Pelayanan Lapangan Dukcapil: Melaksanakan pelayanan di lokasi, membawa 

peralatan, dan mendata hasil pelayanan. 

• Tokoh Komunitas/Paguyuban: Mitra penghubung dan edukator kepada warga, fasilitator 

lokasi kegiatan, dan pengumpul dokumen persyaratan. 

• Perangkat Kelurahan/Desa: Mendukung verifikasi data lokal dan membantu mobilisasi 

masyarakat. 

• Masyarakat/Pendatang: Penerima layanan dan penyedia dokumen yang dibutuhkan. 

3. Sumber Daya yang Diperlukan 

• Perangkat layanan lapangan: Laptop, printer, scanner, alat rekam KTP-el. 

• Formulir dan dokumen digital siap pakai. 

• Kendaraan operasional. 

• Petugas pelayanan dan tim verifikator terlatih. 

• Media sosialisasi (brosur, poster, pengeras suara, spanduk, media sosial). 

• Surat tugas, SOP teknis, dan panduan layanan berbasis komunitas. 

4. Proses Kreativitas dan Pengumpulan Ide 

Gagasan BEBAS BBM muncul dari hasil identifikasi lapangan dan dialog dengan 

komunitas yang mengalami kesulitan akses layanan adminduk. Ide dikembangkan melalui diskusi 

lintas OPD, masukan dari tokoh masyarakat, dan studi praktik baik daerah lain. 

5. Metode Penilaian dan Seleksi Ide 

Kriteria yang digunakan: 

• Relevansi terhadap masalah keterbatasan akses layanan adminduk. 

• Inklusivitas dan sensitivitas budaya. 

• Efisiensi pelaksanaan di lapangan. 

• Potensi dampak terhadap peningkatan kepemilikan dokumen adminduk. 

• Kemudahan replikasi dan keberlanjutan. 

6. Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Kualitas 

Risiko seperti ketidakhadiran masyarakat, kerusakan alat, atau ketidaksesuaian dokumen 

diantisipasi dengan: 

• Sosialisasi intensif sebelum pelaksanaan. 



• Koordinasi teknis dengan tokoh komunitas. 

• Penggunaan alat cadangan dan formulir manual. 

• Pelatihan tim pelayanan. 

• Proses validasi ulang dokumen oleh petugas kantor pasca kegiatan. 

7. Pengujian dan Uji Coba 

• Pilot Project: Dilakukan pada 1–2 komunitas sebagai uji coba awal dengan skala terbatas. 

• Monitoring Awal: Umpan balik dari komunitas digunakan untuk perbaikan SOP, skema 

komunikasi, dan mekanisme pelayanan. 

8. Penyusunan Rencana Implementasi 

• Penjadwalan layanan berbasis kalender komunitas (acara budaya, keagamaan, sosial). 

• Penyusunan daftar lokasi prioritas dan mitra komunitas. 

• Penyusunan logistik dan personel. 

• Penyediaan format digital/manual pengumpulan data. 

• Penetapan jadwal mobilisasi tim dan evaluasi. 

9. Komunikasi Internal dan Eksternal 

• Internal: Rapat mingguan dan koordinasi antar tim pelayanan, pelaporan hasil kegiatan, 

dan kontrol kendala lapangan. 

• Eksternal: Komunikasi dengan masyarakat melalui tokoh paguyuban, media sosial resmi 

Dukcapil, radio lokal, dan media cetak/tempel di tempat umum komunitas. 

10. Evaluasi Kinerja Pasca-Implementasi 

Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator berikut: 

• Jumlah dokumen adminduk yang berhasil diterbitkan. 

• Jumlah masyarakat pendatang yang dilayani. 

• Tingkat kepuasan komunitas (melalui survei atau wawancara). 

• Evaluasi kerjasama dengan tokoh komunitas. 

• Dampak terhadap validitas data kependudukan daerah. 

• Rekomendasi perbaikan dan skema replikasi untuk komunitas lainnya. 

SOP ini menjadi pedoman operasional yang menjamin bahwa inovasi BEBAS BBM 

berjalan dengan prinsip inklusif, responsif terhadap budaya lokal, serta berkelanjutan sebagai 

bagian dari pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 



BAB III 

PENUTUP 

 

Pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi hanya menjadi urusan birokrasi yang 

kaku, tetapi kini bertransformasi menjadi gerakan sosial yang inklusif dan menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat. Inovasi BEBAS BBM hadir sebagai jawaban atas tantangan klasik dalam 

pelayanan adminduk, khususnya bagi masyarakat pendatang yang selama ini mengalami kendala 

akses, waktu, dan pemahaman prosedur. 

Melalui pendekatan kolaboratif berbasis komunitas sosial budaya, pelayanan tidak hanya 

menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau, tetapi juga lebih bermakna karena dilaksanakan dalam 

semangat kebersamaan, pengakuan sosial, dan kemitraan aktif antara pemerintah dan masyarakat. 

Inovasi ini mencerminkan nilai-nilai pelayanan publik yang humanis, solutif, dan berbasis kearifan 

lokal. 

Lebih dari sekadar layanan teknis, BEBAS BBM merupakan upaya strategis untuk 

mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang inklusif, akurat, dan adaptif terhadap realitas 

sosial masyarakat. Keterlibatan tokoh komunitas, integrasi dengan agenda sosial budaya, serta 

fleksibilitas pelaksanaannya menjadikan inovasi ini sebagai model pelayanan jemput bola yang 

efektif dan berkelanjutan. 

Ke depan, keberhasilan inovasi ini perlu terus diperkuat melalui replikasi ke lebih banyak 

komunitas, peningkatan kapasitas SDM pelayanan, serta sinergi lintas sektor yang lebih luas. 

Dengan demikian, BEBAS BBM tidak hanya menjadi inovasi daerah, tetapi juga inspirasi nasional 

dalam mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar hadir untuk semua — tanpa diskriminasi, 

tanpa tertinggal. 
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